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AmanatUUD RI Tahun1945Pasal 22  
ayat(1) butir a:

“PemilihanUmumdilaksanakansecara
langsung, umum,bebas, jujur, dan adil
setiaplimatahunsekali”

Amanat UU No 7Tahun2017Pasal 94
ayat(1) butir a:

“Dalam melakukan pencegahan  
pelanggaran Pemilu dan pencegahan  
sengketa Pemilu, Bawaslu bertugas:  
Mengidentifikasi dan memetakanpotensi  
kerawanan serta pelanggaranPemilu”
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DEFINISI DAN TUJUAN
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DEFINISI KERAWANANPEMILU:

Segala hal yang berpotensi mengganggu atau  
menghambatprosespemiluyangdemokratis.

TUJUAN:

1. Memetakan Potensi Kerawanan di 34 Provinsi  
dan 514Kab/Kota

2. Melakukan proyeksi dan deteksi dini terhadap  
potensipelanggaranpemiludanpemilihan.

3. Menjadi basis untuk program pencegahandan
pengawasantahapanPemiludanpemilihan.



KONSTRUKSI IKP

• 5Subdimensi - 24 Indikator

• 2Subdimensi - 15 Indikator

• 2Subdimensi - 6Indikator

• 3Subdimensi - 16 IndikatorKONTEKS SOSIALPOLITIK

PENYELENGGARAANPEMILU

KONTESTASI

PARTISIPASI

KONSTRUKSI IKP
terdiri dari:

4DIMENSI
12SUBDIMENSI
61INDIKATOR
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DIMENSI
DAN SUB DIMENSIIKP

• Keamanan

• Otoritas Penyelenggara

Pemilu

• Otoritas Penyelenggara  

Negara

KONTEKS SOSIAL  

DAN POLITIK

• Hak Memilih,

• Pelaksanaan Kampanye,

• Pelaksanaan Pemungutan  

Suara,

• Ajudikasi dan Keberatan  

Pemilu,

• Pengawasan Pemilu

PENYELENGGARAAN  

PEMILU

• Hak Dipilih,

• Kampanye Calon

KONTESTASI

• Partisipasi Pemilih,

• Partisipasi Kelompok

Masyarakat

PARTISIPASI
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INDEKS KERAWANAN PEMILU (IKP)

TINGKAT PROVINSI
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TENTANG IKP PROVINSI

PROVINSI BANTEN
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Selain hasil pengawasan 
pada tingkat Provinsi, 
juga berdasarkan hasil  
agregat penghitungan  

kab/kota. 

Berdasarkanhasil input 
data pada Bawaslu

tingkat Provinsi. Data 
yang digunakan

merupakandata yang 
bersumberpada Pilkada

2017 (Pemilihan
Gubernur) dan Pemilu

2019



RAWAN  

SEDANG :

21 Provinsi

(62 Persen)

TINGKAT IKP PROVINSI  
(RAWAN SEDANG)
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NO PROVINSI SKOR IKP

1 BANTEN 66.53

2 LAMPUNG 64.61

3 RIAU 62.59

4 PAPUA 57.27

5 NUSA TENGGARATIMUR 56.75

6 SUMATERAUTARA 55.43

7 MALUKU 53.69

8 PAPUABARAT 53.48

9 KALIMANTANSELATAN 53.35

10 SULAWESITENGAH 52.90

11 BALI 52.75

NO PROVINSI SKOR IKP

12 GORONTALO 45.44

13 SULAWESIBARAT 43.44

14
DAERAHISTIMEWA  
YOGYAKARTA

43.02

15 KEPULAUANRIAU 40.33

16 SUMATERABARAT 39.68

17 SULAWESITENGGARA 38.32

18 ACEH 38.06

19 SUMATERASELATAN 35.07

20 JAWATENGAH 34.83

21
KEPULAUANBANGKA  
BELITUNG

29.89



KERAWANAN PROVINSI BANTEN
PER DIMENSI IKP

Tinggi

Terjadi pada konteks

subdimensi Kemanan dan 

Penyelenggara Negara

KONTEKS SOSIAL  

DAN POLITIK

Tinggi

Terjadi pada konteks

Hak Memilih, 

Pelaksanaan

Pemungutan Suara

PENYELENGGARAAN  

PEMILU
KONTESTASI PARTISIPASI

Sedang

Terjadi pada konteks

Kampanye

Sedang
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KONTEKS SOSIAL  

DAN POLITIK

Tingkat kerawanan di Provinsi Banten mencapai 89.4 yang termasuk kedalam kerawanan tingkat tinggi.

Hal yang menyebabkan tingginya konteks sosial politik di Provinsi Banten antara lain:

Sub Dimensi Keamanan
• Pada subdimensi ini, Adanya bencana non alam (pandemi covid 19) yang mengganggu tahapan

Pemilu/Pilkada menjadi faktor penting dalam tingginya kerawanan pada dimensi keamanan.

Pandemi ini berakibat pada Penundaan Pelantikan PPS, Penundaan Pembentukan Pantarlih,

Penundaan Pelaksanaan Mutarlih.

Sub Dimensi Penyelenggara Negara
• Pada subdimensi ini, Adanya Rekomendasi Bawaslu terkait ketidaknetralitan ASN/TNI/POLRI yang

terjadi di wilayah Kabupaten Serang. Pelanggaran ini dilaksanakan pada kurun Pilkada dan Pemilu

2019



Penyelenggaraan

Pemilu

Tingkat kerawanan di Provinsi Banten dalam konteks Penyelenggaraan Pemilu mencapai 89.4 yang termasuk

kedalam kerawanan tingkat tinggi.

Hal yang menyebabkan tingginya Dimensi ini antara lain:

Sub Dimensi Hak Memilih
• Pada sub dimensi ini, masih ditemukannya pemilih memenuhi syarat tetapi tidak terdaftar

dalam daftar pemilih tetap dan penduduk potensial memilih tetapi tidak memiliki KTP-

Elektronik di wilayah Provinsi Banten membuat tingkat kerawanan penyelenggaraan pemilu

menjadi tinggi

Sub Dimensi Pelaksanaan Pemungutan Suara
• Pada Pemilu 2019, sejumlah daerah di Provinsi Banten melaksanakan Pemungutan Suara

Ulang sebagai tindak lanjut dari ditemukannya dugaan pelanggaran perubahan hasil suara

dalam data C1 ke DAA1, pemungutan suara dilakukan sebelum jam yang ditentukan, dugaan

manipulasi suara pada saat Pemungutan Suara dan pemilih luar daerah yang tidak

menggunakan A5. Hal ini ditemukan di Kabupaten Serang, Kota Tangerang, Kab Lebak, Kota

Serang



Kontestasi

Tingkat kerawanan di Provinsi Banten mencapai 57.97 yang termasuk kedalam kerawanan tingkat sedang.

Hal yang menyebabkan Konteks Kontestasi di Provinsi Banten antara lain:

Sub Dimensi Kampanye
• Pada Pemilu 2019, pelaksanaan kampanye memiliki beberapa pelanggaran yang dilakukan

oleh peserta pemilu, diantaranya pelaksanaan kampanye di tempat ibadah dan kampanye

politik uang. Oleh karenanya berpengaruh pada kerawanan Kontestasi di Provinsi Banten



INDEKS KERAWANAN PEMILU (IKP)
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TINGKAT KAB/KOTA



TINGKAT KERAWANAN 
BAWASLU KAB/KOTA
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KABUPATEN PANDEGLANG (77,7)

KABUPATEN LEBAK (58.7)

KOTA SERANG (53.3)

KOTA TANGERANG SELATAN (42.3)

KAB. TANGERANG (34.1)

KAB. SERANG (33.2)

KOTA CILEGON (32.4)

KOTA TANGERANG 

(29.3)

TINGGI

SEDANG



KERAWANAN KAB/KOTA

Dimensi: Sosial Politik
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Kerawanan Tinggi

Kerawanan Sedang

Kab. Pandeglang (80,1)

Kota Tangerang Selatan 

(45,4)

Kota Cilegon (42,7)

Kota Tangerang (31,6)

Kab. Lebak (29.5)

Kota Serang (20.8)

Kab. Serang (15.7)

Kab. Tangerang (11.1)

Kabupaten
Pandeglang (80,1)

Sub Dimensi Keamanan, 
dipengaruhi oleh bencana 
tsunami pada tahun 2019, 

pandemi covid serta adanya 
ancaman verbal yang 

diterima oleh panwascam 
setempat.

Sub Dimensi 
Penyelenggaraan Pemilu, 

dipengaruhi dari 
ditemukannya pelanggaran 
netralitas ASN dan Adanya 

himbauan dan/atau 
tindakan untuk memilih 

calon tertentu dari 
pemerintah lokal



KERAWANAN KAB/KOTA

Dimensi: Penyelenggaraan Pemilu
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Kerawanan Sedang

Kabupaten Lebak (93.8)

Kota Serang (84.4)

Kabupaten Pandeglang

(82.8)

Kabupaten Tangerang 

(82.06)

Kota Tangerang Selatan 

(70.58)

Kota Tangerang (54.8)

Kabupaten Serang (48.0)

Kota Cilegon (45.5)

Kerawanan Tinggi



KERAWANAN TINGGI 

PADA DIMENSI 

PENYELENGGARA 

PEMILU 

KAB LEBAK

Pelaksanaan Pemungutan

Suara

Adanya pemungutan dan 

penghitungan suara ulang, 

kesalahan atas distribusi logistik

KOTA SERANG

Pelaksanaan Pemungutan

Suara

Terdapat pemungutan suara

ulang dan dugaan pelanggaran

yang terjadi di kota serang

KAB PANDEGLANG

Pelaksanaan Pemungutan

Suara

Terdapat pemungutan suara

ulang dan dugaan pelanggaran

yang terjadi di Kab. Pandeglang

KAB TANGERANG

Pelaksanaan Pemungutan

Suara

Pada Pilkada 2018, Kab

Tangerang terdapat temuan satu

orang dapat menggunakan hak

pilihnya lebih dari 8 kali. Oleh 

karenanya diadakan

pemungutan suara ulang


